



A. Latar Belakang Masalah 
 
Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memiliki 
tujuan mewujudkan tata kehidupan Negara dan Bangsa yang adil dan sejahtera, aman, 
tenteram, dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi 
masyarakatnya. Penegasan bahwa Negara hukum adalah citra hukum (rechtsidee) 
Indonesia yang secara normatif diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ketiga, yang menyebutkan 
bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum (Rechtstaat) tidak berdasar atas 
kekuasaan belaka (Mochtsstaat), dan Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi 
(hukum dasar) tidak bersifat abloslutism (kekuasaan yang tidak terbatas). 
Sebagai Negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk 
menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga 
negaranya. Konsekuensinya adalah, bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang 
dilakukan oleh warga Negara Indonesia. Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan 
masyarakat dalam bentuk norma guna menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam 
kehidupan bermasyarakat.  
Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum dan 
masyarakat adalah dua hal yang dapat dibedakan akan tetapi tidak dapat dipisahkan 
karena keduanya bersifat komplementer. Tanpa masyarakat, hukum tidak dapat hidup 
dan masyarakat tanpa adanya hukum maka tidak akan bisa menjadi tertib. Salah satu 
fungsi hukum yang dapat menertibkan interaksi antar individu dalam masyarakat 
dimulai sejak seseorang masih di dalamrahim ibunya bahkan sampai orang tersebut 
meninggal dunia (Liza Marina dan Wien Sukarmini, 2010: 3). Guna menciptakan 
ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat, salah satu cara yang bisa 
ditempuh sebagai Negara Hukum adalah melalui pembentukan peraturan perundang-
undangan dan produk hukum lain yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia 1945 dan Pancasila sebagai landasan negara yang nantinya dapat 
digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat maupun bagi sistem 
penegakan hukum di peradilan.  
Kewarisan merupakan salah satu contoh aturan hukum yang di atur dalam 
tatanan hukum nasional Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia tentunya 
memiliki peraturan perundang-undangan dan produk hukum yang mengatur 
mengenai Kewarisan. Dalam hal kewarisan di Indonesia, kurang lebih ada tiga sistem 
hukum kewarisan yang dipakai, yaitu Hukum Waris Adat yang bersumber dari 
kebiasaan masyarakat sehari-hari, hukum Waris Barat yang mengacu pada aturan 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan Hukum Waris 
Islam yang bersumber langsung dari Al Qur’an dan Hadits Nabi, yang beberapa 
aturannya kemudian dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam. 
Menurut Pitlo (2000: 76), hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-
ketentuan dimana berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya di 
dalam bidang kebendaan diatur yaitu akibat dari beralihnya harta peninggalan dari 
seorang yang meninggal kepada ahli waris baik di dalam hubungannya antara 
keluarga itu sendiri maupun dengan pihak ketiga. Intinya adalah peraturan yang 
mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan yang 
berwujud perpindahan kekayaan si pewaris dan akibat hukum perpindahan tersebut 
bagi para ahli waris, baik dalam hubungan antara sesama ahli waris maupun antara 
para ahli waris dengan pihak ketiga. 
Kewarisan yang bersumber pada hukum waris adat pada dasarnya bukanlah 
merupakan hukum yang tertulis, melainkan hukum tidak tertulis yang didasarkan 
pada kebiasaan sehari-hari yang tumbuh dalam suatu tatanan masyarakat yang 
dihormati dan ditaati oleh masyarakat tersebut. Pengaturan mengenai kewarisan 
dalam hukum waris adat di Indonesia berbeda-beda pada tiap wilayah, terutama 
pengaturan mengenai besaran bagian untuk mendapatkan harta waris pada masing-
masing ahli waris.Selanjutnya,  kewarisan yang bersumber pada hukum waris barat, 
diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dalam Buku II 
tentang Kebendaan mulai dari Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130. Menurut Abdul 
Kadir Muhammad (2000: 5), KUHPerdata adalah kodifikasi hukum perdata Belanda 
yang isi dan bentuknya sebagian besar serupa dengan Code Civil Prancis. 
KUHPerdata disahkan sebagai undang-undang oleh Raja Belanda pada tanggal 16 
Mei 1846 melalui Staatsblad 1847 dan dinyatakan berlaku pada tanggal 1 Mei 1848 
bagi Hindia-Belanda pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Setelah Indonesia 
merdeka pada tahun 1945, KUHPerdata masih berlaku sampai saat ini dikarenakan 
berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan 
yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Sedangkan kewarisan yang bersumber pada hukum waris Islam diatur dalam 
Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Bab II Hukum Kewarisan dimulai dari Pasal 
171 sampai dengan Pasal 193. Bustanul Arifin (2006: 49) menyebut Kompilasi 
Hukum Islam sebagai fiqih salam bahasa undang-undang atau dalam bahasa rumpun 
Melayu disebut peng-qanun-an hukum syara’. Secara materi, Kompilasi Hukum 
Islam (KHI) dapat dikatakan sebagai hukum tertulis dan tidak tertulis. Dikatakan 
sebagai hukum yang tertulis sebab sebagian materinya merupakan kutipan dari atau 
menujuk materi perundangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah bagi Umat Islam, dan 
sebagainya. Kemudian dikatakan sebagai hukum yang tidak tertulis sebab sebagian 
materinya merupakan rumusan yang diambil dari materi fiqih atau ijtihad para ulama. 
Kompilasi Hukum Islam (KHI) mulai berlaku di Indonesia sejak adanya Instruksi 
Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pada tanggal 10 Juni 1991 yang memerintahkan 
Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk 
digunakan oleh Instansi Pemerintahan khusunya Peradilan Agama sebagai pedoman 
hakim dan oleh masyarakat yang memerlukannya (Asril, 2015: 8). 
Pluralitas hukum waris yang berlaku sampai saat ini merupakan hukum positif 
yang ditetapkan atau ditegakkan (enforcement) di dalam sistem peradilan di 
Indonesia. Menurut mantan ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan (2009: 3) 
menyatakan bahwa keanekaragaman hukum bukanlah sesuatu yang perlu dihindari, 
sepanjang tidak dimaksudkan untuk memberi privilege atau sebaliknya untuk 
merendahkan suatu kelompok tertentu. Keragaman hukum justru dapat bermanfaat 
dalam membangun kesatuan dan harmonisasi hubungan antar kelompok karena 
masing-masing merasa dihargai dan diberi tempat yang wajar dan masuk akal dalam 
tata kehidupan bersama, disamping itu juga pengakuan akan keragaman hukum 
berfungsi dalam rangka mengakomodir landscape masyarakat Indonesia yang sangat 
pluralistik secara sosiologis, budaya dan agama. 
Namun, adanya pluralitas hukum dalam hal kewarisan ini ternyata juga bisa 
memberikan dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu contohnya 
yaitu, adanya kebingungan dalam hal pembagian harta warisan pada ahli waris yang 
berbeda agama. Adanya dua unsur hukum yang dapat dipakai dalam pembagian harta 
waris dari Pewaris kepada ahli waris beda agama tersebut menjadikan masing-masing 
pihak menginginkan pembagian harta waris dilakukan berdasarkan pada hukum waris 
yang sesuai dengan agamanya. Sehingga, hal tersebut kerap kali menimbulkan 
sengketa antara ahli waris. Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih 
yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik 
yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya (Ali Achmad, 2003: 14). 
Dalam hal kewarisan, jika masalah pembagian harta waris tidak bisa diselesaikan 
secara musyawarah dan kekeluargaan, maka cara yang dapat ditempuh selanjutnya 
adalah berperkara melalui pengadilan. Salah satu contoh perkara waris yang 
diselesaikan melalui pengadilan dapat kita lihat pada Putusan Mahkamah Agung RI 
Nomor 16/K/AG/2010 yang mana duduk perkaranya adalah adanya sengketa 
pembagian harta waristerhadap harta bersama dalam perkawinan padaahli waris yang 
berbeda agama, yang mana penyelesaiannya tidak bisa diselesaikan secara 
kekeluargaan. 
Mengacu pada putusan tersebut, di dalam kasus posisidipaparkan bahwa pada 
tanggal 1 November 1990, Evie Lany Mosinta (Tergugat) menikah dengan almarhum 
Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, alias Armaya Renreng (Pewaris) yang 
dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Bo’E, Kabupaten Posoberdasarkan akta 
perkawinan No. 57/K.PS/XI/1990. Kedua pasangan suami dan isteri tersebut 
melangsungkan pernikahan beda agama, disebutkan dalam lampiran putusan bahwa 
berdasarkan identitas Ir. Muhammad Armaya bin Renreng alias Armaya bin Renreng 
selaku suami sekaligus pewaris beragama Islam, sedangkan istrinya yaitu Evie Lany 
Mosinta beragama Kristen. Pernikahan tersebut telah berlangsung selama 18 (delapan 
belas) tahun tanpa dikaruniai seorang anak.Setelah almarhum Ir. Muhammad Armaya 
bin Renreng, alias Armaya Rengreng meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2008, 
beliau meninggalkan lima orang ahli waris (para Penggugat), yang diantaranya 
sebagai berikut: 
1) Halimah Daeng Baji (ibu kandung); 
2) Dra. Hj. Murnihati binti Rengreng, M. Kes (saudara perempuan); 
3) Dra. Hj. Mulhayati binti Rengreng, M. Si (saudara perempuan); 
4) Djelitahati binti Rengreng, SST (saudara perempuan);dan 
5) Ir. Muhammad Arsal bin Rengreng (saudara laki-laki). 
Selain meninggalkan lima ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta bersama yang 
diperoleh dari perkawinannya dengan Tergugat, yang diantaranya berupa barang 
bergerak maupun barang tidak bergerak, diantaranya adalah: 
1) Satu unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas ±216 m², yang 
terletak di Jalan Hati Murah, No. 11, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, 
Makassar; 
2) Satu unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas ±100 m², yang 
terletak di Jalan Manuruki, Kompleks BTN Tabariah G 11/13; 
3) Satu unit sepeda motor jenis/merk Honda Supra Fit, dengan No. Pol DD 5190 
KS berwarna merah hitam; dan 
4) Uang asuransi jiwa dari PT. Asuransi AIA Indonesia, sebesar Rp 50.000.000,00 
(lima puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh Tergugat. 
Pokok sengketa pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/AG/2010 adalah 
mengenai pembagian harta bersama yang di dapat dari perkawinan antara Pewaris 
dan Tergugat yang masih dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat. Berdasarkan 
keterangan dari Penggugat, pada awalnya Penggugat telah meminta pembagian harta 
bersama tersebut secara kekeluargaan kepada Tergugat, namun Tergugat tetap tidak 
mau membagi dan menyerahkan sebagian dari harta bersama tersebutkepada 
Penggugat selaku ahli waris. Berdasarkan hal tersebut, Penggugat melalui jalur 
hukum kemudian melayangkan gugatan terhadap Tergugat. Oleh karena Penggugat 
beragama Islam, maka berdasarkan asas personalitas keislaman perkara diajukan di 
Pengadilan Agama selaku pemegang kekuasaan absolut perkara kewarisan bagi umat 
beragama islam sesuai dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang 
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.  
Terkait gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Agama, tentunya hakim di 
Pengadilan Agama memeriksa dan mengadili sengketa berdasarkan hukum waris 
Islam. Sehingga posisi tergugat yang beragama non Muslim, menurut hukum waris 
Islam ia bukanlah merupakan ahli waris, karena perbedaan agama menjadi salah satu 
alasan penghalang pewarisan dalam hukum Islam. Hal ini berdasarkan Pasal 171 
huruf (c) KHI, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ahli waris adalah 
orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan 
perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk 
menjadi ahli waris. Selain itu, dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 
5/MUNAS/VII/MUI/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama juga diatur bahwa 
hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang yang 
berbeda agama (antara muslim dengan non muslim). 
Sengketa tersebut tidak berhenti pada tingkat Pengadilan Agama saja, 
melainkan lanjut sampai pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Berbeda dengan 
putusan tingkat peradilan sebelumnya, berdasarkan pertimbangan perlunya 
penegakan rasa keadilan, yang mana pernikahan antara Tergugat dengan Pewaris 
sudah berlangsung selama lebih dari 18 (delapan belas) tahun, maka hakim 
Mahkamah Agung dalam putusan tersebut memutuskan untuk memberikan sejumlah 
½ (setengah) bagian dari harta bersama kepada Evie Lany Mosinta (Tergugat) dan 
menyatakan Tergugat tetap menjadi ahli waris yang sah sehingga ia tetap 
mendapatkan bagian sebagaimana bagian janda yang tidak meninggalkan anak yaitu 
sebesar ¼ (seperempat) bagian melalui wasiat wajibah. 
Menurut Abdul Manan (2006: 166), wasiat wajibah adalah tindakan yang 
dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat Negara untuk memaksa atau memberi 
putusan wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada orang 
tertentu dalam keadaan tertentu pula. Pada awalnya, konsep wasiat wajibah yang 
berlaku di negara-negara Islam secara garis besar adalah sama dengan konsep 
mengenai waris pengganti. Perbedannya, jika di dalam wasiat wajibah dibatasi bagian 
penerimaan harta waris hanya sebesar 1/3 (sepertiga) bagian, maka di dalam waris 
pengganti adalah menggantikan hak sesuai dengan hak yang diterima ahli waris yang 
digantikan itu.  
Namun, di Indonesia berdasarkan Kompilasi Hukum Islam telah dibedakan 
terkait pengaturan mengenai waris pengganti dan wasiat wajibah sehingga penerapan 
wasiat wajibah di Indonesia tidak bisa disamakan dengan waris pengganti. 
Pengaturan mengenai waris pengganti terletak pada Pasal 185 Kompilasi Hukum 
Islam, yang menetapkan bahwa ahli waris yang meninggal dunia lebih dulu daripada 
pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang 
secara hukum terhalang untuk mendapatkan harta waris. Sehingga berdasarkan 
pengertian dari Pasal tersebut dapat disimpulkan keharusan adanya hubungan nasab 
dalam  ahli waris pengganti. Sedangkan pengaturan mengenai wasiat wajibahdi 
Indonesia,diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam,berdasarkan pasal tersebut 
dinyatakan bahwa: 
(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai 
dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang 
tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari 
harta wasiat anak angkatnya. 
(2) terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah 
sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. 
 
Mengacu pada isi Pasal tersebut dapat kita lihat bahwa dalam hukum waris Islam, 
wasiat wajibah tidak mengharuskan adanya hubungan nasab seperti yang ada dalam 
konsep waris pengganti. Selain itu, berdasarkan pasal tersebut dapat kita ketahui 
bersama bahwa pemberian warisan melalui wasiat wajibah hanya diatur untuk 
diberikan kepada anak angkat dan orang tua angkat saja. Tidak ada klausul terkait 
pengaturan pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama.  
Berdasarkan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/AG/2010 di atas, 
penulis melihat adanya kesenjangan antara harapan (das sollen) dengan kenyataan 
(das sein) mengenai impelementasi pelaksanaan wasiat wajibah di 
Indonesia.Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji isu hukum tersebut secara 
komprehensif dalam penulisan hukum (skripsi) yang berjudul “Analisis Yuridis 
Pembagian Harta Warisan Melalui Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda 
Agama Dalam Perspektif Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Putusan 
Mahkamah Agung Nomor 16/K/AG/2010)”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang, penulis merumuskan masalah yang akan 
dikaji dalam penelitian hukum ini, sebagai berikut:  
1. Apakah dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam pembagian harta 
waris melalui wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama dalam Putusan MA No. 
16K/AG/2010? 
2. Bagaimanakah implementasi wasiat wajibah terkait pembagian harta waris bagi 
ahli waris beda agama dalam perspektif hukum waris Islam di Indonesia? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Hakikat suatu penelitian haruslah memiliki tujuan yang jelas sehingga dapat 
memberi arah pada konteks pelaksanaannya. Terdapat dua jenis tujuan dalam 
pelaksanaan suatu penelitian, yaitu tujuan Subjektif yang berasal dan ditujukan untuk 
penulis sendiri dan tujuan Objektif yang berasal dan ditunjukkan untuk penelitian itu 
sendiri. Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam 
penulisan hukum (skripsi) ini adalah:  
1. Tujuan Objektif 
a. Mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam 
Putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/AG/2010 tentang pembagian harta 
waris melalui wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama;dan 
b. Mengetahui implementasi wasiat wajibah terkait pembagian harta waris bagi 
ahli waris beda agama dalam perspektif hukum waris Islam di Indonesia. 
2. Tujuan Subjektif 
a. Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun 
penulisan hukum (skripsi) agar dapat memenuhi persyaratan akademis guna 
memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas 
Maret Surakata; 
b. Memperluas pengetahuan dan pengalamans erta pemahaman penulis dalam 
bidang Ilmu Hukum pada umumnya dan bidang Hukum dan Masyarakat pada 
khususnya; dan 
c. Menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh agar dapat 
memberi manfaat bagi penulis sendiri serta memberikan kontribusi positif 
dalam pengembangan proses penalaran yang dinamis serta cara berpikir kritis 
berdasar ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama perkuliahan. 
 
3. Manfaat Penelitian 
Penelitian dalam penulisan hukum (skripsi) seyogyanya harus mampu 
memberikan manfaat bagi dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan, khususnya bidang 
ilmu hukum baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktik. Berdasarkan 
hal tersebut, adapun manfaat penelitian dalam penulisan hukum (skripsi) ini adalah: 
 
  
1. Manfaat Teoritis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada 
pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum pada umumnya, dan 
Hukum dan Masyarakat pada khususnya; 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur 
dalam dunia kepustakaan Hukum dan Masyarakat tentang akibat hukum 
terkait implementasi wasiat wajibah dalam penyelesaian sengketa pembagian 
harta waris pada ahli waris yang berbeda agama dikaitkan dengan pengaturan 
hukum waris Islam di Indonesia; dan 
c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan terhadap 
penelitian-penelitian sejenis pada tahap selanjutnya. 
2. Manfaat Praktis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan-
permasalahan yang sedang diteliti; 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wahana bagi penulis dalam 
meningkatkan daya penalaran, daya kritis, dan untuk mengetahui kemampuan 
penulis dalam menerapkan Ilmu Hukum yang diperoleh selama proses belajar 
di bangku perkuliahan; dan 
c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu serta memberikan tambahan 
pengetahuan terhadap pihak-pihak terkait dengan masalah yang diteliti, juga 
untuk berbagai pihak yang memiliki minat pada permasalahan yang sama. 
 
4. Metode Penelitian 
Penelitian hukum (legal research) adalah suatu proses untuk menemukan 
kebenaran koherensi, yaitu apakah aturan hukum sesuai norma hukum dan apakah 
norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta 
apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum (Peter 
Mahmud Marzuki, 2014: 47). Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan 
atas isu hukum yang timbul. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi 
mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan (Peter Mahmud, 2014: 83). 
Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum (skripsi) 
ini adalah sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
hukum doktrinal atau normatif, yang menurut Peter Mahmud Marzuki dalam 
bukunya Penelitian Hukum (2014: 55-56), penelitian doktrinal (doctrinal 
research) adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip 
hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang 
dihadapi yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (library based) 
yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan 
sekunder. Sehingga penelitian hukum akan mampu menghasilkan argumentasi, 
teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang 
dihadapi.  
2. Sifat Penelitian 
Pada dasarnya ilmu hukum berbeda dengan ilmu sosial, pembeda ilmu 
hukum berbeda dengan ilmu sosial adalah ilmu hukum bukan teramsuk kedalam 
bilangan ilmu perilaku. Ilmu hukum tidak bersifat deskriptif, tetapi preskriptif. 
Dalam hal ini, obyek ilmu hukum adalah koherensi antara norma hukum dan 
prinsip hukum, antara aturan dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah 
laku (act)-bukan perilaku (behavior)-individu dengan norma hukum (Peter 
Mahmus Marzuki, 2014: 41-42).  
Sifat penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan hukum (skripsi) 
ini ialah prsekriptif, yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi asal hasil 
penelitian yang telah dilakukan berdasar pada makna hukum dalam hidup 
bermasyarakat pada umumnya dan hukum dan masyarakat pada khususnya 
dikaitkan dengan fakta-fakta atau gejala sosial di masyarakat (Peter Mahmud 
Marzuki, 2014: 67) dalam hal penyelesaian sengketa pembagian harta waris pada 
ahli waris yang berbeda agama.  
3. Pendekatan Penelitian 
Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan dalam sebuah penelitian 
hukum. Berdasarkan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi 
dari berbagai aspek mengenai isu yang coba dicari jawabannya. Jenis-jenis 
pendekatan yang digunakan dalamsebuah penelitian hukum adalah pendekatan 
undang-undang (statue approach), pendekatan kasus (case approach), 
pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative 
approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach) (Peter Mahmud 
Marzuki, 2014: 133). 
Pendekatan penelitian yang dipakai penulis dalam penulisan hukum ini 
adalah pendekatan undang-undang (statue approach), pendekatan kasus (case 
approach)dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan 
undang-undang (statue approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-
undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang 
ditangani (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 133) yaitu terkait permasalahan dalam 
pembagian harta waris pada ahli waris beda agama dengan menggunakan wasiat 
wajibah. 
Pendekatan konseptual (conceptual approach) adalah pendekatan yang 
beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di 
dalam ilmu hokum (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 135). Dengan mempelajari 
pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum terkait dengan 
konsep wasiat wajibah, penulis akan mampu mengemukakan ide-ide yang akan 
melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan 
dengan isu yang sedang dihadapi yaitu terkait penyelesaian sengketa pembagian 
harta waris pada ahli waris yang berbeda agama melalui wasiat wajibah. Penulis 
selanjutnya menggunakan pendekatan kasus (case approach) yang mana dalam 
hal ini pendekatan dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus 
yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan 
yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan yang menjadi kajian pokok dalam 
pendekatan kasus adalah ratio decidendi atau reasoning, yaitu pertimbangan 
pengadilan untuk sampai kepada suatu keputusan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 
172). 
 
4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 
Peter Mahmud Marzuki (2014 : 181), menyatakan bahwa dalam sebuah 
penelitian hukum tidak dikenal adanya data, untuk memecahkan isu hukum dan 
sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan 
sumber-sumber penelitian. Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi dua, 
yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer 
merupakan bahan hukum autoritatif (authoritative). Artinya, bahan hukum 
primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas atau kekuasaan dalam 
pelaksanaannya. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-
undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan udang-udang, dan 
putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua 
publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi dan 
publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, 
dan jurnal hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 181). 
Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi 
mengenai apa yang seyogyanya, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan 
sumber bahan hukum yang diantaranya adalah: 
1) Bahan Hukum Primer 
a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan; 
c) Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama; 
d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; 
e) Kompilasi Hukum Islam; dan 
f) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 
5/MUNAS/VII/MUI/9/2005 Tentang Kewarisan Beda Agama. 
2) Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder meliputi hasil karya ilmiah dan penelitian-
penelitian yang relevan atau terkait dengan penelitian ini termasuk 
diantaranya skripsi, tesis, disertasi, maupun jurnal-jurnal hukum, serta kamus-
kamus hukum dan buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang 
diteliti (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 195-196) terkait pembagian harta 
waris melalui wasiat wajibah pada ahli waris yang berbeda agama. 
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu pengumpulan 
dan identifikasi bahan hukum yang didapat melalui buku referensi, karangan 
ilmiah, dokumen resmi, makalah, jurnal, media massa, internet, serta bahan-
bahan yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. 
Kemudian bahan hukum tersebut disusun secara serta dikonstruksikan secara 
sistematis (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 56). 
6. Teknik Analisis Bahan Hukum 
Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum 
(skripsi) ini menggunakan teknik analisis dengan metode deduksi. Penggunaan 
metode deduksi ini berpangkal dari premis mayor yang merupakan konsep 
pengaturan hukum waris Islam di Indonesia, kemudian diajukan dalam premis 
minor yang merupakan fakta hukum terkait Putusan Mahkamah Agung Nomor 
16K/AG/2010. Dari kedua premis tersbut, kemudian ditarik kesimpulan yang 
menjadi jawaban dari rumusan masalah (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 89). 
 
5. Sistematika Penulisan Hukum 
  Sistematika penulisan hukum terdiri dari 4 (empat) bab, dimana tiap-tiap bab 
terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memeberikan gambaran yang 
jelas terkait isu hukum yang dibahas, sehingga diharapkan dapat memudahkan dalam 
memahami keseluruhan isi dari penulisan hukum ini. Berdasarkan hal tersebut, 
sistematika penulisan hukum (skripsi) ini adalah sebagai berikut: 
 
BAB I  : PENDAHULUAN 
Pada bab pendahulan ini, penulis memaparkan hal-hal yang berkaitan 
dengan: 
A. Latar Belakang Masalah 
B. Rumusan Masalah 
C. Tujuan Penelitian 
D. Manfaat Penelitian 
E. Metode Penelitian 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab ini, dipaparkan dua sub bab yang berisi kerangka teori dan 
kerangka pemikiran. Kerangka Teori memuat tinjauan umum tentang 
Kompilasi Hukum Islam, tinjauan umum tentang Hukum Waris Islam, 
tinjauan umum tentang Pengaturan Hukum Waris Islam di Indonesia, 
tinjauan umum tentang Wasiat, dan tinjauan umum tentang Wasiat 
Wajibah. Sedangkan dalam Kerangka Pemikiran penulis memberikan 
gambaran paradigma berpikir (mindset) dalam melakukan penulisan 
hukum, yang telah dikonstruksikan ke dalam bentuk bagan/gambar. 
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini, diuraikan hasil penelitian yang telah didapat dari proses 
penelitian serta menganalisis permasalahannya seperti yang telah 
dirumuskan dalam dua rumusan masalah. Penulisan hukum ini 
berfokus pada dua pokok permasalahan yaitu mengenai dasar 
pertimbangan hakim Mahkamah Agung terkait pembagian harta waris 
melalui wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama dalam Putusan 
Mahkamah Agung Nomor 16K/AG/2010 dan mengenai implementasi 




BAB IV : PENUTUP 
Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang berisi 
tentang simpulan dari pembahasan sebelumnya disertai dengan saran 
atau rekomendasi terhadap hal-hal yang harus dilakukan dan 
diperbaiki terhadap permasalahan dalam penelitian hukum yang 
dilakukan.  
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
